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BAB Il
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box pada Bank Sinarmas
apabila dilihat dari unsur-unsurnya, secara umum melibatkan dua jenis
perjanjian yang mengatur di dalamnya, yaitu perjanjian sewa menyewa
yang tunduk pada ketentuan Pasal 1548-1600 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan perjanjian penitipan barang yang diatur dalam Pasal
1694-1739 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan
pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, perjanjian pelayanan Safe
Deposit Box antara nasabah dengan pihak Bank Sinarmas Cabang
Yogyakarta tidak dapat disebut sebagai perjanjian sewa menyewa saja,
namun dapat disimpulkan bahwa dari sebuah perjanjian pelayanan Safe
Deposit Box, khususnya perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box pada
Bank Sinarmas telah melahirkan suatu perjanjian jenis baru karena
perjanjian ini tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian jenis baru ini
merupakan perjanjian campuran karena memuat kombinasi dari unsur
perjanjian dari dua buah jenis perjanjian nominaat atau perjanjian yang
dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Perjanjian

Sewa Menyewa dan Perjanjian Penitipan Barang.
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B. SARAN

Menurut penulis dirasa perlu adanya amandemen tentang
Penjelasan Pasal 6 huruf h Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan, karena penggunaan istilah “menyewakan” saja dirasa kurang
tepat untuk menggambarkan perjanjian Safe Deposit Box sendiri yang
biasa diadakan oleh lembaga Perbankan sebagai penyelenggaranya.
Alangkah lebih baik jika bank sendiri tidak hanya memberlakukan
ketentuan sewa menyewa saja dalam perjanjian pelayanan Safe Deposit
Box karena mengingat di dalam perjanjian tersebut mengandung unsur
perjanjian penitipan barang dan juga memuat hak dan kewajiban dari para
pihak dalam perjanjian penitipan barang, sehingga perjanjian tersebut
merupakan jenis perjanjian campuran yang tunduk pada ketentuan sewa

menyewa dan penitipan barang.
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